
BUPATI MOJOKERTO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO 
NOMOR 3t\ TAHUN 2017 

TENTANG 
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2016 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MOJOKERTO, 

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan 
Daerah Nomor ... Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban 
Pelak sanaan Anggaran Pendapatan da n Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2016; 

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pem bentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propins i J awa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 41) juncto Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 
Ta mba h an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2730); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Ta hun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undan g Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keu a ngan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Ta hun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 104,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 ten tang 
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5351); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
R~publik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Aggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

24. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang 
'I'l:1njangan Kependidikan bagi Guru, Kepala Sekolah, 
Pengawas dan Penilik; 
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25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 
2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan 
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan 
Komunikasi lntensif dan Dana Operasional; 

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07 /2008 
tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 
dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil 
Cukai Tembakau; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis 
Akrual pada Pemerintah Daerah; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 
Tahun 2015; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 
2011 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Mojokerto Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 
(Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 4); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 
Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 
7 ·Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto 
Tahun 2015 Nomor l); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 
Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3) 
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sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 
Tahun 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 15); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 
2011 ten tang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran 
D~erah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto 
Nomor 4); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 
2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Mojokerto Tahun 2015 Nomor 12); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah 
K~bupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 
Nomor 9); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor . . . . . Tahun 
2016 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 Nomor ...... ); 

42. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2016 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 
Nomor 54) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 (Berita Daerah 
Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 14); 

43. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto 
Tahun 2016 Nomor 37); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI 
PERTANGGUNGJAWABAN 

TENTANG 
PELAKSANAAN 

PENJABARAN 
ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2016. 

Pasal 1 
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016 terdiri atas: 
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1. Pendapatan 
a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Dana Perimbangan 
c. Lain-lain Pendapatan yang sah 

Jumlah Pendapatan 

2. Belanja 
a. Belanja Tidak Langsung 

Rp. 447.620.851.328,91 
Rp. 1.315.350.439.444,00 
Rp. 408.233.132.360,00 
Rp. 2.171.204.423.132,91 

1. Belanja Pegawai Rp. 932.552.898.300,80 
2. Belanja Bunga Rp. 0,00 
3. Belanja Subsidi Rp. 0,00 
4.BelanjaHibah Rp. 27.190.514.455,00 
5. Belanja Bantuan Sosial Rp. 6.459.760.000,00 
6. Belanja Bagi Hasil Rp. 31.342.978.054,00 
7. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 342.260.399.257,00 
8. Belanja Tidak Terduga __ R....,p __ . ________ 0_, __ 0 __ 0 

b. Belanja Langsung 
1. Belanja Pegawai 
2. Belanja Barang dan Jasa 
3. Belanja Modal 

Jumlah Belanja 
Surplus/ (Defisit) 

3. Pembiayaan 
a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Rp. 1.339.806.550.066,80 

Rp. 87.529.861.442,00 
Rp. 390.128.119.782,00 
Rp. 442.333.406.190, 16 
Rp. 919.991.387.414,16 
Rp. 2.259.797.937.480,96 
Rp. (88.593.514.348,05) 

Rp. 
Rp. 

381.068.101.211,13 
2. 000. 000. 000, 00 

Jumlah Pembiayaan NettoRp. 379.068.101.211,13 

Sisa lebih pembiayaan anggaran 
tahun berkenaan Rp. 290.474.586.863,08 

Pasal 2 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 
Ringkasan penjabaran laporan realisasi anggaran berdasarkan 
rincian obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 
dalam Lampiran I.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 
Ringkasan laporan realisasi anggaran per satuan kerja 
perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 2 
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dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi 
anggaran. 

Pasal 5 
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 
bagian t idak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 6 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
dalam Berita Daerah Kabupaten Mojoker to. 

memerintahkan 
penempatannya 

Ditetapkan di Mojokerto 

pada tanggal IE? tJ"~-/us J.Olt 

BUPATI MOJOKERTO, 

r 
~ 

MUSTOF~ PASA 

Diundangkan di Mojokerto 
pada tanggal /8 47t'S-fu.r cXJO 
SEKRETARIS DAE~H KABUPATEN MOJOKERTO, 

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR. )8 


